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ARTICLE INFO ABSTRACT
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INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK

Kata Kunci : Jenis ‘peﬁel?tian ini‘ adalah penelitian ku{zl’itatif fiengun pendekatan
deskriptif. jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang

Hubungan Kekuasaan yang ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan kriteria

Aktivis Perempuan yaitu 1) pengurus kemahasiswaan tingkat program studi, 2) berjenis

Pengambilan Keputusan kelamin perempuan. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi,
wawancara dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data dilakukan

Article history: dengan member check. Analisis data yaitu kondensasi data, model

"Y: data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan
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Diterima 2023-12-23 dan Hukum Universitas Negeri Makassar yaitu a) relasi kekuasaan

atas pikiran, b) relasi kekuasaan atas pikiran, tubuh, 2) Faktor
penghambat Aktivis Perempuan dalam membangun relasi kekuasaan
pada organisasi kemahasiswaan Tingkat Program Studi Fakultas
Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar yaitu a) budaya
patriarki, b) ilmu pengetahuan, c) pemberdayaan perempuan
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1. PENDAHULUAN

Konstruksi masyarakat patriarki sering dijadikan “biang kerok” munculnya diskriminasi
terhadap perempuan. Oleh kalangan feminis, nilai dan konstruksi ini dijadikan “sasaran
tembak™ dalam rangka mencapai sasaran untuk membebaskan perempuan. Namun, apakah
sebenarnya defenisi masyarakat patriarki itu?

Pada umumnya masyarakat patriarki didefenisikan sebagai tatanan masyarakat yang di
mana terjadi dominasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh kaum laki-laki atas kaum
perempuan dalam segala aspek kehidupan. Laki-laki dalam defenisi ini bisa bermakna lelaki
sebagai kelompok biologis yang berbeda dengan perempuan dan laki-laki yang bermakna
“kelelakian” atau sifat maskulinitas. Laki-laki atau “kelelakian” (maskulinitas) diposisikan
sebagai biang dari segala diskriminasi terhadap perempuan dan keperempuanan (feminitas).
Dalam masyarakat patriarki juga bisa diartikan sebagai konstruksi masyarakat yang
menempatkan perempuan di luar dari kodrat keperempuanannya atau masyarakat yang
melakukan eksploitsi berlebihan terhadap perempuan dan “keperempuanan”(Prakoso H.A,
2018).

Bukan hanya laki-laki yang kemudian ditempatkan menjadi “biang” tapi perempuan
sendiri bisa atau bahkan sering ikut andil dalam proses diskriminasi dan eksploitsi terhadap
dirinya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Masyarakat patriarki muncul dalam beragam
bentuk, dalam tatanan msyarakat tradisonal, budaya patriarki muncul dalam bingkai tatanan
masyarakat feodal yang menempatkan perempuan sebagi masyarakat “kelas dua”. Dalam
masyarakat modern (industrial) kuasa patriarki tampil dalam balutan wajah kapitalisme.
Dan, dalam masyarakat “religius” dominasi patriarki dilandaskan pada doktrin normatifitas
teks yang sangat diskriminatif (Prasetya, F., Sari, A. Y., Delfiyanti, D., & Muliana, M. ,2019).

Mendefinisikan relasi kuasa sebagai sesuatu yang membuat orang patuh. Relasi kuasa
merupakan konsep hubungan kekuasaan yaitu praktik-praktik kekuasaan dari subjek pada
obyek melalui berbagai media dan rupa Kekuasaan yang dimaksudkan tidak didapat dari
cara- cara yang represif, melainkan secara manipulatif dan hegemoni (Sulistya dkk., dalam
Ayuningtiyas, 2019)

Perspektif lembaga kemahasiswaan terkhusus fakultas ilmu sosial dan hukum di

universitas negeri Makassar sendiri bahwa perempuan kerap mendapat "lampu sorot”
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namun tanpa suara. Mereka seolah-olah dibentuk ke dalam sebuah kepemilikan tunggal dan
objek dari wacana dominan. Sebagai perempuan, mereka cenderung mengalami diskriminasi
berlapis, baik akibat ketidaksadaran sosial melalui persepsi dan stigma ataupun konstitusi
yang maskulin. Hal ini menjadikan perempuan sebagai kelas sosial yang terhegemoni(
Hajis,Muh , 2022)

Negara yang menganut sistem patriarki, dimana laki-laki lebih mendominasi perempuan
dan perempuan selalu dipandang sebagai orang kedua setelah laki-laki, dalam hal pembagian
kerja, karena laki-laki yang selalu mengambil keputusan (Fredik Lambertus Kollo, 2017)

Kekuasaan sering kali diperbincangkan dalam dunia perpolitik. Sebab, dengan memiliki
kekuasaan seseorang dapat mengontrol segala sesuatu yang ada dibawah kuasanya. Semakin
besar kelompok yang mampu dipengaruhi semakin kuat kekuasaan yang dimiliki. Meskipun
begitu, banyak perbedaan pendapat dari para ahli mengeni pengertian kekuasaan (Astutik,
2020).

Sementara itu (Mudhoffir, 2013) menunjukkan ada lima proposisi mengenai apa yang
dimaksudnya dengan kekuasaan, diuraikan sebagai berikut
1) Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau dibagikan sebagai sesuatu
yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga punah; tetapi kekuasaan dijalankan dari
berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak.

2) Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkhis yang mengandaikan ada yang
menguasai dan yang dikuasai.

3.) Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi distingsi
binary opositions karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya.

4) Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif.

5) Di mana ada kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan (reisistance). Dan resistensi tidak
berada di luar relasi kekuasaan itu, setiap orang berada dalam kekuasaan, tidak ada satu jalan
pun untuk keluar darinya.

Terhitung 2.974 mahasiswa berjenis kelamin perempuan yang terdaftar semester ganjil
2022 - 2023 Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Makassar (Fakultas IImu
Social Dan Hukum,2023). Maka dari itu kenapa masih saja dalam proses pengambilan
keputusan suara perempuan masih saja kurang memiliki kuasa dalam mengambil sebuah
keputusan yang dianggap penting.

Beranjak dari pernyataan diatas menarik untuk dikaji tentang permasalahan bagaimana
perempuan yang berada di dalam lembaga kemahasiswaan yang masih lekat budaya
patriarkinya dapat membangun relasi kuasa, relasi kuasa apa yang sebenarnya dibangun oleh

perempuan di tataran lembaga kemahasiswaan di fakultas ilmu sosial dan hukum universitas
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negeri Makassar dan faktor apa yang bisa mendukung perempuan dalam membangun relasi
kuasa tersebut. Berangkat dari latar belakang inilah, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Relasi Kuasa Aktivis Perempuan dalam Kasus Pengambilan
Keputusan di Lembaga Kemahasiswaan di Fakultas IImu Sosial dan Hukum Universitas

Negeri Makassar”

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif karena data bukan berupa angka, melainkan data
tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi
lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat deskriptif dan cenderung
menggunakan analisis dengan pola nalar induktif. Adapun tahap penelitian dalam penelitian
ini, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, serta tahap evaluasi
dan pelaporan. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang yang ditentukan
melalui teknik purposive sampling dengan kriteria yaitu 1) pengurus Lembaga kemahasiwaan
tingkat program studi, 2) berjenis kelamin perempuan. Teknik pengumpulan data yaitu
observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan

member check. Analisis data yaitu kondensasi data, model data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Bentuk Relasi Kuasa Pengurus Perempuan Dalam Lembaga Kemahasiswaan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Makassar

Pengambilan keputusan adalah proses dalam menentukan alternatif solusi dari
berbagi solusi yang dirumuskan. Sebuah keputusan harus bersifat analitis, fleksibel dan dapat
dilaksanakan melalui bantuan sarana dan prasarana yang ada, apa yang menjadi penentu
pengambilan keputusan pastinya terjadi karena bentuk relasi kuasa yang dibangun oleh
pengurus perempuan, kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi, di
sana ada kekuasaan. Kekuasaan. Kehendak untuk kebenaran sama dengan kehendak untuk
berkuasa. Dari hasil penelitian penulis terdapat dua bentuk relasi kuasa pengurus perempuan
berikut pembahasan lebih lengkap dari dua indicator tersebut.

Pertama relasi kuasa atas pikiran ,dominasi dan kontrol pikiran merupakan bentuk
relasi kuasa yang ditemukan oleh penulis pada penelitian ini. Persamaan pikiran ataupun
gagasan pengurus perempuan adalah bentuk karakter yang dimiliki, bentuk persamaan
pikiran/gagasan yang dimiliki pengurus perempuan merupakan tanda ataupun bentuk

dominasi dan kontrol pikiran. Jadi kesamaan pikiran pengurus perempuan di Lembaga
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kemahasiswaan merupakan efek dari wacana yang mendominasi. Dominasi tersebut secara
tidak langsung adalah upaya pengontrolan mengenai apa yang baik dan mesti di komsumsi
dan di pikirkan oleh pengurus perempuan di Lembaga kemahasiswaan. Bentuk dominasi dan
pengontrolan pikiran pengurus perempuan di Lembaga kemahasiswaan melalui wacana
yang diproduksi.

Kedua relasi kuasa atas tubuh , kesamaan perilaku dari pengurus perempuan yang
ada dilembaga kemahasiswaan merupakan sebuah turunan relasi kuasa atas pikiran. Artinya
kuasa atas pikiran dapat bertransformasi secara praktis ( tubuh atau perilaku), jika seorang
sudah terjaring relasi kuasa yaitu dikontrol dan didominasi. Sama halnya dengan relasi atas
pikiran , bahwa relasi atas tubuh merupakan pengaturan atas tubuh seseorang dengan cara
menjabat sebagai pengurus inti. Wacana yang dproduksi di Lembaga kemahasiswaan adalah
wacana bahwasanya perempuan dalam organisasi itu hanya bisa ditempatkan di dalam
jabatan-jabatan tertentu seperti sekretaris umum dan bendahara umum sudah di tentukan
bahwa pengurus perempuanlah yang akan menduduki jabatan tersebut, dengan wacana
seperti itulah oleh pengurus perempuan hingga harus menghruskan adanya agenda lain yang
lebih produktif , agenda produktif merupakan bentuk kuasa atas tubuh yang ditemukan oleh
penulis didalam penelitian ini terdiri dari cara berbicara pengurus perempuan, mengikuti
kajian/diskusi dan juga bacaannya serta relasi dengan sesama pengurus maupun senior

bahkan masyarakat luar sekalipun.

3.2. Factor Penghambat Pengurus Perempuan Dalam Membangun Relasi Kuasa Di
Lembaga Kemahasiswaan Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri
Makassar

Pengurus perempuan dalam membangun relasi kuasa pasti memiliki factor
penghambat, dengan kata lain yang menjadi penghambat merupakan hal yang ada di lingkup
Lembaga kemahasiswaan itu sendiri , dari hasil penelitian penulis terdapat tiga factor
penghambat dalam membangun relasi kuasa , berikut pembahasan lebih lengkap dari ketiga
factor pengahambat tersebut.

Pertama Budaya Patriarki, ominasi kuasa laki-laki yang selalu berjalan bersamaan
dengan budaya patriarki , dalam berbagai aspek sebagai wadah ketimpangan gender,
tentunya tak terkecuali terjadi di lingkup Lembaga kemahasiswaan di fakultas ilmu sosial
dan hukum wuniversitas negeri makassar, adanya budaya patriarki di Lembaga
kemahasiswaan menjadi salah satu factor terhambatnya pengurus perempuan dalam
membangun relasi kuasa dalam Lembaga kemahasiswaan. Terkait dengan relasi kuasa dalam

budaya patriarki, sejatinya menjadi bawaan masyarakat yang herarki, Pensubordinasian
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terhadap perempuan dianggap telah menjadi sesuatu yang struktural dan digambarkan
sebagai sebuah budaya patriarki, budaya patriarki merupakan sistem pengelompokan
masyarakat sosial yang mementingkan garis keturunan bapak/laki-laki, yang
dimaksudkan bahwa patriarki adalah suatu sistem turun temurun yang meletakkan laki-laki
dalam posisi tertinggi pada suatu struktur sosial.

Kedua ilmu pengetahuan, dalam berbagai aspek ilmu pengetahuan menjadi suatu
pedoman atau pegangan untuk menyampaikan, membantah serta mempertahankan
argumentasi juga tentunya penting dalam hal negosisasi, Ilmu Pengetahuan menjadi salah
satu factor terhambatnya pengurus perempuan dalam membangun relasi kuasa , karena tak
sedikit dari mereka hanya menganggap Lembaga kemahasiswaan sebagai ajang eksistensi di
lingkup kampus tidak melihat bahwa itu merupakan wadah wuntuk perempuan
mengembangkan ilmu pengetahuannya, banyak hal yang bisa dilakukan didalam Lembaga
kemhasiswaan terkhusus untuk pengurus perempuan namun tak jarang pengurus
perempuan masih ada yang tidak peduli akan hal itu , masih saling mengharap satu sama
lain padahal kalau dipikir kalau bukan perempuan yang sadar akan pentingnya ilmu
pengetahuan untuk mereka siapa lagi , tidak mungkin pengurus laki-laki yang akan inisiatif
untuk itu dan lebih etisnya pengurus perempuan harus memiliki inisiatif untuk hal-hal yang
menyangkut dirinya.

Ketiga Pemberdayaan Perempuan , dalam membangun relasi kuasa pastinya
memerlukan wadah pemberdayaan perempuan untuk membangun kepercayaan pengurus
lain namun hal ini menjadi salah satu factor penghambat bagi pengurus perempuan
dikarenakan masih sangat minim pengurus perempuan dalam melemparkan program-
program pemberdayaan perempuan, seperti halnya yang dikemukakan oleh beberapa
informan bahwa pemberdayaan perempuan itu sebernarnya sangat penting dihadirkan
dalam Lembaga kemahasiswaan karena mampu menjadi wadah untuk pengurus perempuan
untuk menambah ilmu pengetahuan maupun relasi mereka , namun bisa dilihat dikondisi
sekarang para pengurus perempuan tak sedikit yang memiliki inisiatif untuk melaksanakan
wacana tersebut, kalau bukan pengurus perempuan siapa lagi yang memiliki inisiatif untuk
itu , apalagi kita berbicara mengenai diri kita sendiri sebagai perempuan. Pemberdayaan
perempuan juga bukan hanya sekedar wadah namun juga merupakan tempat berproses
untuk pengurus perempuan di Lembaga kemahaiswaan untuk membentuk relasi kuasa dan
yang tentunya dibarengi dengan ilmu pengetahuan dan relasi yang dimiliki oleh pengurus

perempuan.

Aulia Febrianti Aci, Muhammad Syukur, A. Octamaya Tenri Awaru/Relasi Kuasa Aktivis Perempuan Dalam Kasus Pengambilan
Keputusan Di Lembaga Kemahasiswaan Di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar



Vol.06, No. 1 (Januari, 2024), pp. 14-22 20 of 22

4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dalam peneilitian ini penulis dapat

menyimpulkan berdasarkan rumusan masalah yang diangkat.

1. Bentuk relasi kuasa yang dibangun oleh pengurus perempuan di fakultas ilmu sosial dan
hukum univesitas negeri makassar, terlihat dari budaya patriarki yang masih kuat, salah
satu bentuk relasi kuasa pengurus perempuan ialah relasi kuasa atas pikiran yang mana
Persamaan pikiran ataupun gagasan pengurus perempuan adalah bentuk karakter yang
dimiliki, bentuk persamaan pikiran/gagasan yang dimiliki pengurus perempuan
merupakan tanda ataupun bentuk dominasi dan kontrol pikiran, pengurus perempuan
memiliki daya atau pengaruh yang mendominasi yang dapat membuat pengurus
perempuan terlibat langsung dan juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
Selain itu relasi kuasa atas tubuh menjadi salah satu bentuk relasi kuasa pengurus
perempuan yaitu dengan menjabat sebagai pengurus inti , pengurus perempuan yang
memiliki cara berbicara, sering mengikuti diskudi/ kajian , juga relasi dengan
senior,memiliki relasi yang kuat , juga relasi-relasi yang beragam mampu membuat
pengurus perempuan mempunyai ruang gerak yang strategis, dengan kata lain pengurus
perempuan dapat lebih mudah mempengaruhi segala bidang yang kaitannya untuk

penentu pengambil keputusan.

2. Factor penghambat pengurus perempuan untuk membangun relasi kuasa , salah satunya
ialah praktek budaya patriarki yang masih dibiarkan tanpa adanya perlawanan untuk
meluruhkan budaya patriarki tersebut, selain itu ilmu pengetahuan yaitu kurangnya
wadah untuk mengembangkan diri untuk pengurus perempuan menambah ilmu
pengetahuan, selain budaya patriarki dan ilmu pengetahuan , kurang maksimalnya
pemberdayaan perempuan juga menjadi salah satu factor terhambatnya pengurus
perempuan untuk membangun relasi kuasa yaitu kurangnya inisiatif mereka untuk
menyebarluaskan wacana-wacana tentang bagaimana perempuan membangun relasi

kuasa dalam lingkup yang masih memperaktekkan budaya patriarki didalamnya.
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